
 

WALIKOTA  PADANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN  WALIKOTA  PADANG 

NOMOR   34.A   TAHUN 2014 

TENTANG 

 

PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN   

DOKUMEN PELAKSANAAN  ANGGARAN TAHUN 2015  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PADANG, 

 

Menimbang  :    a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

dan transparansi dan untuk menjamin terlaksananya 

kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan 
Pemerintah Kota Padang, perlu dibuatkan pedoman 

Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Tahun 2015 dilingkungan Pemerintah Kota 

Padang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5589) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor    92, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor  5533); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 70 Tahun 2012; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 
2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan 

Kontruksi dan Jasa Konsultansi; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;  



17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008  

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekrtetariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 

2012 Nomor 13); 

          MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR 

BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

TAHUN 2015 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang 

2. Walikota adalah Walikota Padang 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, 

kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala 
daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya 
disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 



11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik daerah. 

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 

BUD. 

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

pada SKPD. 

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

18. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit 

organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri 

atau melekat pada unit yang sudah ada. 

19. Asosiasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada 

institusi lain yang selanjutnya disingkat  APIP adalah aparat yang 

melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan 
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi. 

20. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian 

Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

21. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia pejabat yang 

ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan. 

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

23. Standar Analisa Biaya yang selanjutnya disingkat SAB. 

24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

 



26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin 

oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

(1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman bagi SKPD 

dalam penyusunan Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015. 

(2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar SKPD dalam penyusunan 

anggaran sesuai dengan penyusunan Pedoman Standar Biaya Penyusunan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dilingkungan Pemerintah 

Kota Padang. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

 

Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2015 adalah 
Standar Biaya berupa haraga satuan, tarif dan indek yang ditetapkan sebagai 

batas biaya tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD 
dilingkungan Pemerintah Kota Padang dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

BAB IV 

STANDAR BIAYA 
Bagian Kesatu 

Prinsip Dasar  

Pasal 4 

 

Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 
2015 menerapkan prinsip dasar efisien berarti Standar Biaya Penyusunan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran mengacu pada standar  analisa yang 
dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan disesuaikan harga yang ada dipasaran 

Kota Padang.  

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Pedoman Standar  Biaya 

Pasal 5 

 

Pelaksanaan Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Tahun 2015 dilakukan untuk Penyusunan RKA-SKPD yang 

bersumber dari dana APBD dan atau APBN serta pedoman bagi APIP dalam 

melakukan pengawasan. 



Bagian Ketiga 

Struktur Pelaksanaan Pedoman Standar Biaya  

Pasal 6 

Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah diubah kedua kali dengan 

Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan untuk 

proses/ administrasi berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam Pedoman Standar Biaya Kota Padang 

struktur pelaksanaan kegaitan terdiri dari : 

a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) dalam Fungsi dan tanggungjawabnya sama. 

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membantu PA/KPA/PPTK dalam 

menyiapkan administrasi kegiatan. 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Untuk Satuan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, 

berpedoman pada harga pasar yang berlaku. 

 
BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 8 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.  

 

Ditetapkan di Padang  

pada tanggal  3 November 2014 

WALIKOTA PADANG, 

 

ttd 

MAHYELDI 

Diundangkan di Padang 

  pada tanggal 3  Nopember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG 

 

ttd 

             NASIR  AHMAD 
 

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 34.A. 




